PERSYARATAN PELAKSANAAN
KPBU ATAS PRAKARSA BADAN
USAHA

Usulan KPBU terintegrasi secara
teknis dengan rencana teknis
sektor yang bersangkutan;

Layak secara ekonomi dan
finansial

Badan Usaha yang mengajukan
prakarsa memiliki kemampuan
keuangan yang memadai untuk

membiayai pelaksanaan
Penyediaan Infrastruktur.
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KERJASAMA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA (KPBU)

ATAS PRAKARSA BADAN USAHA

(Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021)

Prakarsa Badan Usaha adalah suatu proyek pengadaan
Infrastruktur yang diprakarsai oleh Badan Usaha dimana
usulan proposal yang diajukan oleh Badan Usaha harus
memenuhi persyaratan kesesuaian dengan rencana
induk sektor, kelayakan secara ekonomi dan finansial,
serta Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang
memadai untuk membiayai pelaksanaan proyek yang
diprakarsai.

KPBU mengacu pada spesifikasi yang ditetapkan oleh
Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah / BUMN /
BUMD yang sebagian atau seluruhnya menggunakan
sumber daya Badan Usaha.

KPBU memperhatikan Pembagian Risiko antara para
pihak.

ALTERNATIF KOMPENSASI
KEPADA BADAN USAHA
PEMRAKARSA

f Pemberian tambahan nilai sebesar 10% \

Pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh
Badan Usaha Pemrakarsa terhadap penawar terbaik
(right to match) sesuai dengan hasil penilaian dalam

proses pelelangan

Pembelian Prakarsa KPBU antara lain hak kekayaan
intelektual yang menyertainya oleh Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah atau oleh pemenang lelang
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KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT\
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU)

atas Prakarsa Badan Usaha




ALUR TAHAPAN KPBU ATAS
PRAKARSA BADAN USAHA

Calon Badan Usaha Pemrakarsa menyampaikan
surat pernyataan minat kepada Menteri PUPR
untuk mengajukan usulan proyek KPBU atas
Prakarsa Badan Usaha disertai dengan :

Surat Izin Prakarsa memuat:

v |aP°"a" keua"%?" : hak eksklusif Calon Badan Usaha Pemrakarsa selama
*  Ringkasan Studiatau Prastudi Kelayakan; jangka waktu tertentu untuk menyusun Prastudi
e PJPK melakukan evaluasi terhadap usulan Kelayakan KPBU
proyek KPBU atas Prakarsa Badan Usaha paling
lama 14 (empat belas) hari kerja sejak
pernyataan minat diterima oleh Menteri
* Apabila hasil evaluasi usulan proyek KPBU
disetujuo/layak, maka PJPK menerbitkan Surat Tahap
Izin Prakarsa Inisiasi
Calon Badan Usaha Pemrakarsa menyusun
Dokumen Pra-studi kelayakan (Pre-Feasibility
Study/Pre FS) serta mengajukan dokumen Pra-FS PJPK menilai Prastudi Kelayakan KPBU dengan kriteria :
PJPK melakukan review substansi dokumen Pra-FS 4 a. Terintegrasi secara teknis dengan rencana induk
dan menyesuaikan kriteria atas prakarsa badan pada sektor yang bersangkutan;

usaha, serta penyampaian prasyarat proses

kualifikasi (PQ) Layak secara ekonomi dan finansial;

c. Kelengkapan substansi sesuai dengan Panduan
Calon Badan Usaha Pemrakarsa melakukan Umum
penyempurnaan substansi dokumen Pra-FS

PJPK melakukan review penyempurnaan
Dokumen Pra-FS

7 Calon badan usaha pemrakarsa menyusun Studi Taha
Kelayakan (FS) paling lama 6 bulan sejak PJPK P
memberikan persetujuan serta pemenuha
prasyarat PQ

Penyiapan

Surat Persetujuan Pemrakarsa memuat:

PJPK melakukan evaluasi terhadap Studi Kelayakan a. Persetujuan Studi Kelayakan
yang disusun oleh Calon Badan Usaha Pemrakarsa b. Penetapan usulan KPBU sebagai proyek prakarsa
paling lama 30 hari kerja sejak studi kelayakan dan badan usaha

kelengkapannya diterima . Penetapan Calon Pemrakarsa sebagai Badan Usaha

Calon Badan Usaha Pemrakarsa melakukan Pemrakarsa

Penyempurnaan Dokumen FS d. Penetapan bentuk kompensasi

€. Pemenuhan persyaratan prakualifikasi pengadaan
Badan Usaha

Badan Usaha Pemrakarsa mengikuti pelelangan
KPBU

Tahap
Transaksi
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Informasi lebih lanjut hubungi :
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
Setditjen Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Gedung A Kementerian PUPR (Eks Kemenpera), Lantai 2
JI. Raden Patah 1 No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12110
Telp dan Fax (021) 7264332

KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
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